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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap 
Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana PencurianStudi 
Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm”. 
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) 
KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian. Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgmdan bagaimana tinjauan hukum 
pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak 
Pidana Pencurian Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
91/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan 
dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm sebagai data primer dan data 
sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta 
beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang 
kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif 
untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim 
pengadilan negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN. Sgm, Dengan tidak 
terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipersidangan maka terdakwa tidak 
dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian dengan 
pemberatan.Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 363 
pencurian berat ayat (1) ke-3 seperti yang dikdakwakan oleh penuntut umum 
melainkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 pencurian biasa 
dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 5 (lima) bulan penjara dan 
membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum 
menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta 
hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepadaterdakwa 
jarimah sariqoh yang hukuman bagi pencurian yang dibawah batas nasab adalah 
bahwa merupakan salah satu syarat untuk dilaksanakannya sanksi potong tangan 
adalah harta yang dicuri harta itu harus sampai nisabnya.  
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk 
republik.Tujuan Negara Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-
UndangDasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya 
disingkatUUD NKRI 1945) bahwa negara bertujuan melindungi segenap 
bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam 
usahaperdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dankeadilan sosial. 
Sehubungan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(selanjutnya disingkat NKRI), maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia 
mendapatkan perlindungan. Berdasarkan UUD NKRI Indonesia tahun 1945 
amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa ‚Negara Indonesia 
adalah Negara Hukum‛. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, 
meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak 
aspek, dimensi, dan fase
1
.
1
Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar politik hukum, (PT Raja Grafindo Persada: 
Jakarta, 2006) hal 78 
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Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik 
harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikan juga dengan 
undang-undang (selanjutnya disingkat uu) materiil, bila pembuatannya 
mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi 
kendala di tengah-tengah masyarakat
2
. 
Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut terdapat 
beberapa faktor yang melatar belakangi masalah kompleksitas hukum 
tersebut, salah satunya adalah perkembangan yang sedang terjadi di NKRI. 
Berdasarkan Pancasila sila ke-4 yang berbunyi ‚Kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia‛, kini negara kita sedang dalam tahap perkembangan untuk 
pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera 
apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang 
harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat 
berperilaku serasi dengan kepentingan dan norma yang berlaku dimasyarakat.  
Norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau 
tidak harus berbuat. Istilah norma mengandung arti adanya unsur apa yang 
‚seharusnya‛, apa yang diharapkan (yang patut) atau yang tidak diharapkan 
(yang tidak patut). Kejahatan, di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga 
merupakan masalah sosial karena banyak usaha penanggulanganya salah 
satunya adalah memakai hukum. Peraturan-peraturan tentang hukum pidana 
yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia 
sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di 
                                                          
2
Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, (Mandar Maju, Bandung, 1999) hal 91 
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Indonesia sejak januari 1918 adalah merupakan asas konkordansi dari hukum 
pidana nasional negeri Belanda.  
Dan sejak adanya Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, yang 
menentukan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang 
peraturan hukum pidana bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan 
tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun 
dalam buku induk, buku induk itu pada akhirnya dikenal dengan KUHP. 
Mengingat dewasa ini, kasus-kasus khususnya Tindak Pidana Ringan 
(Tipiring) marak terjadi ditengah-tengah masyarakat dan ramai diberitakan 
baik di media massa maupun media elektronik. Yang mana dalam penegakan 
hukum terhadap tindak pidana ringan sering menciderai nilai-nilai dalam 
masyarakat. 
Berbagai tindak pidana semakin bertambah jumlah maupun jenisnya 
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,salah satunya 
adalah pencurian yang merupakan tindak pidana mengambilharta milik orang 
lain dengan tidak ada hak untuk dimilikinya tanpasepengetahuan pemiliknya. 
Dalam (kitab Undang-Undang HukumPidana) KUHP pasal 362 disebutkan 
bahwa: "Barang siapa mengambilsuatu benda yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Suatu tindak pidana dapat 
dilakukan tuntutan hukum apabila memenuhi unsur kesalahan. Unsur 
kesalahan terdiri dari kesalahan karena kesengajaan (dolus) dan kesalahan 
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karena kelalaian (culpa), sehingga sebuah tindak pidana yang dilakukan 
dengan sengaja ataupun karena kelalaian tetap dapat diadili.  
Untuk melakukan suatu hukum dengan adil harus sesuai dengan 
ketentuan dalam hukum acara pidana, yang mana dalam hukum acara itu 
akan dijelaskan prosedur agar dapat melakukan tuntutan, penyidikan, 
dakwaan ataupun putusan. Dalam menangani suatu perkara dikenal dengan 3 
(tiga) pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan biasa, kedua pemeriksaan singkat, 
dan yang ketiga pemeriksaan cepat, pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua 
pemeriksaan tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas. 
Dalam tindak pidana pencurian yang mendasar ada 3 yaitu; pertama, 
tindak pidana pencurian yang ada pemberatannya yang dikenai dengan pasal 
363. Kedua, tindak pidana pencurian biasa yang dikenai pasal 362 dan yang 
ketiga,yang seharusnya tindak pidana pencurian ringan yang dikenai dengan 
pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah.
3
 
Penerapan pasal 363 Ayat (1) KUHP merupakan pasal pencurian 
dengan pemberatan yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi 
maksimum 7 tahun. Pasal363 ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus-nya 
yaitu pasal 362.  
Dalam putusan pengadilan negeri Sungguminasa nomor 
91/Pid.B/2016/PN. Sgm yang proses persidangan menggunakan proses 
pemeriksaan biasa, seharusnya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung 
                                                          
3
Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Speciale Silicten) didalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 
2011), hal 106 
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Nomor 02 Tahun 2012 yang proses persidangannya menggunakan proses 
persidangan cepat. 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP 
menyebutkan bahwa;  
1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, 
penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan 
nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan 
Pasal 1 diatas 
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 
2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera 
menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam 
Pasal 205-210 KUHAP. 
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua 
Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan 
penahanan.
4
 
 
Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menghindari 
masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang 
tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu 
sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat 
prosedur penanganan perkara di pengadilan dilakukan dengan 
mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat. Pemerikaan cepat 
dibagi menjadi dua yaitu; pemerikaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan 
perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tindak pidana termasuk delik yang 
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau 
denda sebanyak- sebanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. 
                                                          
4
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 
Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), 
hal 2 
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Terhadap tindak pidana pencurian ringan yang terdapat dalam Pasal 1 
di Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya 
dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 
205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap 
pelakunya tidak dilakukan penahanan. 
Perkara dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan itu 
tidak dihadiri oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta barang bukti, saksi 
ahli dan atau juru bahasa langsung dihadapkan ke sidang 
pengadilan.Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tunggal dan 
putusannya tidakbisa dimintakan banding, kecuali apabila putusannya itu 
menjatuhkanpidana perampasan kemerdekaan terdakwa, dalam hal itulah 
makaterdakwa dapat mohon banding.
5
 
Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, 
dapatmenjadi jembatan bagi para hakim, sehingga mampu lebih 
cepatmemberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan 
rasakeadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil,dimana 
nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecilsesuai 
dengan bobot tindak pidananya. 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat salah satu putusan yang menarik 
untuk dianalisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
91/PID.B/2016/PN. Sgm, bahwa yang bernama Galang Listiyanto Jaya Bin 
                                                          
5
M Karjadi dan R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bandung: Karya 
Nusantara, 1983), 183. 
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Irwan Jaya (21 Tahun) mengambil barang 2 (dua) bungkus coklat batang 
seberat 2 (dua) kg, 2 (dua) bungkus coklat batang seberat  ½ ( setengah) kg, 
dan 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet.  
Bahwa saksi Hendrawan dengan Tula Bin Marhaban dengan Nyomba 
yang berada dirumahnya di SMS oleh saksi Ramli dengan Gollo Bin Rahman 
dengan Lewa bahwa terdakwa berada di basement sedang mengambil barang 
jualan milik saksi korban kemudian saksi Ramli menuju ke pasar Minasa 
Maupa, pada saat saksi Hendrawan  berada di pasar tersebut kemudian 
bertemu dengan saksi Ramli dan saksi Nasir yang berada dipos keamanan 
selanjutnya mereka bertiga basement dan melihat terdakwa sedang 
mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian langsung menangkap 
terdakwa untuk diamankan dipos keamanan beserta barang milik saksi korban 
yang terdakwa sudah ambil selanjutnya  anggota kepolisian dan membawa 
terdakwa ke Resort Gowa.
6
 
Dengan dakwaan oleh Penuntut Umum bersalah melakukan tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 
ayat (1) ke-3 KUHP, setelah persidangan Terdakwa Galang Listiyanto Jaya 
Bin Irwan Jaya menjadi terpidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 
(lima) bulan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan 
jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN). 
Dalam putusan tersebut berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung 
No2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan, ketua Pengadilan 
                                                          
6
PUTUSAN  NOMOR : 91/Pid. B/2016/PN. Sgm, 3 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8 
 
 
 
yangseharusnya segera menetapkan hakim tunggal untuk 
memeriksa,mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat 
yangdiatur dalam Pasal 205-210 KUHAP,
7
 akan tetapi dalam kasus Terdakwa 
Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya, yang nilai objek pencurian 
dikategorikan kecil seharusnya hakim menerapkan Asas peradilan cepat, 
sederhana, dan biaya ringan karena dari unsur-unsur objektif (perbuatan 
mengambil, objeknya suatu benda, dan unsu-unsur keadaan yang melekat 
pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang 
lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk 
memiliki, dan dengan melawan hukum dikategorikan ringan dalam perkara 
Terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya tersebut hakim menangani 
dengan proses pemeriksaan biasa.Seharusnya dalam penunjukan hakim 
seharusnya memggunakan Peraturan Mahkamah Agug Nomor 02 Tahun 2012 
yang menunjuk hakim tunggul dalam proses persidangannya.  
Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang kecil yang diadili di 
pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya 
menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam 
dengan ancaman hukuman 5 (lima tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 
KUHP oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.
8
 
Dalam agama Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatandan 
kesejahteraan umat, sehingga akan merasakan kebahagiaan dalamkehidupan 
                                                          
7
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 223 
8
Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian 
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Hal 4 
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di dunia ini maupun di akhirat kelak. Islam melindungi hak milik kaum 
muslim tidak terkecuali harta benda. Aturan aturan yangberkenaan dengnan 
publik dalam Islam dikenal dengan istilah jinayah(hukum pidana Islam) yang 
didalamnya termuat secara jelas pebuatan-perbuatanyang dilarang beserta 
hukumannya. 
Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah SWT demi 
kemaslahatan seluruh manusia adalah larangan mencuri, yang diberi sanksi 
tegas dengan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Allah Azza Wa Jalla 
menegaskan, dalam al-Qur-an surat al-Maidah ayat 38; 
                                        
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9
 
 
Islam membagi tindak pidana pencurian menjadi dua, yang pertama 
pencurian ringan, bahwa dalam pencurian itu dilakukan tanpa sepengetahuan 
pemilik dan tanpa persetujuannya. Yang kedua, pencurian berat, pengambilan 
terebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa 
kerelaannya, disamping itu ada unsur kekerasan.
10
 
Dalam menerapkan hukuman mencuri, Islam telah mengatur 
terlaksananya hukuman tersebut. Beberapa syarat berikut ini sebagai ganti 
cara hati-hati dan adil; Barang yang dicuri adalah berharga. Sedangkan kadar 
                                                          
9
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hal 152 
10
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika ,2005), hal 82 
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barang yang dicuri tersebut, pada zaman Nabi diperkirakan seperempat dinar 
atau lebih. ‘Abdullâh Ibnu Umar r.a. berkata: 
Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasûlullâh pernah memotong 
(tangan pencuri) karena mengambil sebuah perisai seharga tiga 
dirham (Muttafaq Alaih).
11
 
 
Menurut pendapat yang ashah, orang kafir mu’ahad yang mencuri 
dipotong tangannya dan kalua orang Islam mencuri harta orang kafir 
mua’ahad apakah tangannya dipotong?  Harta yang dicuri diisyaratkan harus 
dicetak, kalua kurangdari itu satu nisab yaitu senilai seperempat dinar 
tersebut dari emas musni yang maka tidak berlaku potong tangan. Dasarnya 
adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r. a. bahwa Rasulullah Saw 
bersabda: 
Artinya: Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai 
seperempat dinar atau lebih.
12
 
 
Kalau seseorang mencuri seseuatu yang nilainya seperempat dinar 
cetakan, maka tangannya dipotong tanpa ada perbedaan pendapat. Demikian 
ini dikatan Imam Haramain 1 (satu) dinar itu sama dengan 12 (dua belas) 
dirham, jadi ¼ (seperempatnya) adalah 3 (tiga) dirham. Inilah nisab 
                                                          
11
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughul Maram Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan 
Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), hal 332 
12
 Imam Taqiyuddin Abu Bakar  Al-Husaini, Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi 
Dalil Quran dan Hadist (Surabaya: 2011), hal 97-99 
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pencurian. Karena itu, Rasulullah Saw memotong pencuri perisai yang 
nilainya 3 (tiga) dirham.
13
  
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi  
Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan 
beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul ‚Tinjauan 
Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP 
dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm)‚, yaitu : 
a. Deskripsi kasus tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 
91/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
b. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang 
Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP 
terhadap putusan.Hukum acara dalam melaksanakan Peraturan 
Mahkamah Agung no 2 Tahun 2012 
c. Penerapan pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam kasus tindak pidana 
pencurian dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm 
d. Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dalam putusan Tindak Pidana Pencurian 
Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm 
                                                          
13
Imam Taqiyuddin Abu Bakar  Al-Husaini, Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi 
Dalil Quran dan Hadist (Surabaya: 2011), hal 97-99 
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e. TinjauanHukum Pidana Islam yang membahas tentang hukuman 
pencurian, unsur-unsur pencurian dan had pencurian. Hukum Pidana 
Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak 
Pidana Pencurian Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
91/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat 
umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini 
sebagai berikut : 
a. Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dalam putusan Tindak Pidana Pencurian 
Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.\ 
b. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat 
(1) KUHP dalam TindakPidana Pencurian Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
 
C. Rumusan Masalah 
Agar  penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 
awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah : 
1. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan Tindak Pidana 
Pencurian Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm? 
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2.  Bagaimana Tinjauan  Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pasal 363 
Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana PencurianPutusan Pengadilan 
Negeri Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian 
terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna 
mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian 
yang sudah ada.  
Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang 
mengangkat tema tentang Tindak Pidana Pencurian, diantaranya : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Arizzal Iftahul Haq, Yang berjudul Studi 
Komparasi antara Konsep Sariqah dalam Konsep Fiqh Jina>yah dengan 
Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang 
Sanksi Pidana Pencurian Ringan.  
Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini 
menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana 
positif (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung, ketiganya memiliki 
konsep keadilan yang profesional, saling diklasifikasi (dirinci) tentang 
perbuatan pencurian itu yang dilakukan, beserta hukuman yang berbeda-
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beda. Dalam skripsi Arrizal Iftahul Haq itu lebih jelasnya membahsas 
tentang hukum materiilnya
14
 
2. Skripsi yang ditulis oleh Asif Zamroni, 2014, berjudul : ‚Tinjauan Fikih 
Muarafa’at Atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor02 
Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan  dan Jumlah 
Denda DalamKUHP  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 
:86/PID.B/2013/PN.Sda)‛15.  
Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini 
menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana 
positif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan 
Mahkamah Agung, ketiganya memiliki konsep keadilan yang profesional, 
saling diklasifikasi (dirinci) tentang perbuatan pencurian itu yang 
dilakukan, beserta hukuman yang berbeda-beda. Skripsi dari saudara Asif 
Zamroni yang inti dari pembahasan skripsi tersebut mengenai formil 
dalam KUHAP dan teori maslahah mursalah dalam hukum Islam dan 
pentingnya posisi hakim 
Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan 
pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan 
skripsi ini lebih mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam 
                                                          
14
Arrizal Iftahul Haq, ‚Studi komparasi Antara Konsep Sari>qah Dalam Konsep Fiqh Jinayah 
Dengan Pencurian dalam pasal 364 KUHP dan Perma No 2 tahun 2012 tentang saksi pidana 
pencurian ringan‛ ,(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012), hal 63 
15
Asif Zamroni, Tinjauan Fikih Muarafa’at Atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NO 2 
Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan  dan Jumlah Denda Dalam KUHP  
(Studi Putusan PN Sidoarjo NOMOR :86/PID.B/2013/PN.Sda), (Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 
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terhadap penerapan pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana 
Pencurian, penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam Putusan 
Nomor: 91/Pid. B/2016/PN.Sgm. Dalam putusan tersebut, penulis ingin 
mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih 
menerapkan asas peradilan biasa dalam proses persidangan dibanding 
menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringandalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung 
No02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan  dan 
Jumlah Denda Dalam KUHP. Serta dalam hukum pidana Islamnya penulis 
mengkaji tentang batasan nisab pencurian. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 
melalui penelitian yang dilakukannya.
16
 
Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini 
bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan Tindak Pidana 
Pencurian Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm 
                                                          
16
Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya : t.p, 
t.t), hal 12 
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2. Untuk mengetahui bagaimanaTinjauan Hukum Pidana Islamterhadap 
penerapan pasal 363 ayat (1) Tindak pidana pencurian Putusan Nomor: 
91/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan 
kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan minimal dua aspek, yaitu : 
1. Aspek Keilmuan (teoritis) 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu 
pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat 
dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di 
Fakultas Syariah & Hukum. 
2. Aspek Terapan (praktis) 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 
dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat 
penegak hukum khususnya bagi hakim yang menangani perkara pidana 
pencurian demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin 
pula keadilan dan kemanfaatan hukum. 
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G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami skripsi 
ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan 
menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu : 
1. Hukum pidana Islam 
Hukum pidana Islam yang terjemahan dari kata fikih jinayah,yaitu 
segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatankriminal 
yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang 
terperinci dari Alquran dan hadis.
17
 Sementara menurut Abdul Qadir 
Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu 
istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan 
tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.
18
 Dalam penelitian ini, 
penulis akan menganalisa jenis dan unsur tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya dalam 
Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.berdasarkan Tinjauan Fiqih 
Jinayah Tindak Pidana Pencurian. 
 
2. Batasan nisab pencurian  
Menurut Imam Haramain. 1 (satu) dinar itu sama dengan 12 (dua 
belas) dirham, jadi ¼ (seperempatnya) adalah 3 (tiga) dirham. Inilah nisab 
                                                          
17
Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 
18
Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinay Al-Islami, (Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 
1,t.t,), hal 67. 
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pencurian. Disebutkan juga dalam hadist Rasuluallah oleh karena itu, 
Rasulullah Saw memotong pencuri perisai yang nilainya 3 (tiga) dirham.
19
 
 
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
KUHP adalah Hukum tertulis yang digunakan sebagai sumber 
pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia berisi mengenai pasal-
pasal atauperaturan yang mengatur tentang hukuman apa yang diterima 
oleh seseorang jika melakukan tindak pidana. Sedangkan KUHAP 
mengatur tata cara atau pelaksanaan seseorang yang tersangkut kasus 
hukum pidana. 
4. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam 
yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif, Unsur Objektif Yaitu suatu 
tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan 
mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. 
Yang dijadikan titik utama daripengertian objektif disini adalah 
tindakannya. Unsur Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat 
tidak dikehendaki oleh uu. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 
(seseorang atau beberapa orang). 
 
                                                          
19
Imam Taqiyuddin Abu Bakar  Al-Husaini, Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi 
Dalil Quran dan Hadist (Surabaya: 2011), hal 97-99 
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5. Sanksi 
Dalam penelitian ini, ketentuan sanksi berpedoman dari Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana serta sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu had yang apabila 
tidak mencapai batas nisab pencurian maka tidak dikenakan sanksi potong 
tangan. 
 
6. Peraturan Mahkamah Agung 2 tahun 2012  
Penerapan, penggunaan, pelaksanaan, berupa produk hukum atau 
peraturan yang tertulis yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dan 
tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara 
atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya 
tujuh ribu lima ratus rupiah.
20
 Putusan yaitu penjatuhan hukuman kepada 
terdakwa yang didasarkankepada keadilan dan prikemanusiaan
21
Dalam 
penelitian ini, penulis akan menganalisa apakah dalam lini pengadilan, 
hakim sudah menerapkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 
Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan 
Jumlah Denda Ringan Dalam KUHP didalam putusan  pencurian yang 
dilakukan oleh terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya dalam 
Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. Berdasarkan Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Tindak Pidana Pencurian.  
 
                                                          
20
Soedarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , 246 
21
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),287 
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7. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012  
kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 adalah 
sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat  dan  juga  
secara  peraturan  perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 
Tahun 2012 diakui keberadaan berdasarkan Pasal 8 Ayat  (1) sepanjang 
dirumuskan berdasarkan kewenangan hukum. 
  
H. Metode Penelitian  
1.  Data yang dikumpulkan  
a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 
91/Pid.B/2016/PN.Sgm tentang tindak pidana pencurian.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang, 
buku, jurnal, artikel, yang berhubungan dengan tindak pidana 
pencurian.  
2. Sumber Data 
a. SumberPrimer 
Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya 
bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan 
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hakim.
22
Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan 
Negeri Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm yang diperoleh 
langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Serta data yang 
diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui 
bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.
23
 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 
penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur 
buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak 
pidana pencurian, serta sumber dari internet dan media massa 
lainnya, antara lain :  
1) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam; 
2) Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia; 
3) Imam Taqiyahuddin Abu Bakar Al-Hsaini, Kifaatul Akhyaar Fii 
Alii Ghaayatil Ikhtishaar; 
4) Bidayatul Mujtahid karya Abdul Kadir Muhammad 
5) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang 
Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
3. Teknik pengumpulan data 
                                                          
22
Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52. 
23
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23. 
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Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan 
teknik sebagai berikut : 
a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. 
Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi 
Putusan Pengadilan Sunggumisasa Nomor :91/Pid.B/2016/PN.  Sgm. 
b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, serta bahan pustaka 
lainnya. 
4. Teknik pengolahan data 
Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan 
teknik sebagai berikut: 
24
 
1) Editing, yaitu menyusun data secara sitematis yang diperoleh secara 
cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, 
kesatauan atau kelompok data. 
2) Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka 
paparan yag lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga 
dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif. 
3) Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari 
perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga 
diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan 
tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.  
                                                          
24
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek,(Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72 . 
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5. Teknik analisis data 
Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang 
dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap 
masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian 
rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan 
mudah.
25
 Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan Tinjauan Hukum 
Pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim serta sanksi yang 
dijatuhkan hakim atas tindak pidana pencurian.  
Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan 
teknik deduktif, maka teori-teori yang penulis peroleh disinkronkan 
dengan fakta yang terjadi, kemudian gambaran umum mengenai tindak 
pidana pencurian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan 
hukum pidana Islam. 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul‚Tinjauan Hukum 
Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 ayat (1) KUHP dalam Tindak 
Pidana Pencurian Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor  
91/Pid.B/2016/PN.Sgm‚ ini diperlukan suatu sistematika agar 
                                                          
25
Consuelo G. Savella, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: UI Press, 1993), 71 . 
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pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi 
ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu : 
Bab pertama memuat latar belakang masalah,kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian,definisi operasional, metode penelitian, 
sumber data, teknikpengumpulan data, teknik analisis data, dan 
sistematikapembahasan. 
Bab kedua memuat kerangka konseptual  yang menjelaskan tentang 
pengertian tindak pidana pencurian, pengertian tindak pidana ringan, 
pengertian tindak pidana atau jarimah pencurian, unsur-unsur pencurian, 
penjelasan mengenai had pencurian, batasan nisab pencurian, sanksinya 
jarimah pencurian dalam hukum pidana Islam dan dalam Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012Tentang Penyesuaian Batasan 
Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap perkara 
tindak pidana pencurian. 
Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:91/Pid.B/2016/PN.Sgmtentang 
tindak pidana pencurian. 
Bab keempatpenulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab 
dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga 
berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan pasal 363 ayat 
(1) KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang 
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam 
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KUHP Terhadap perkara tindak pidana pencurian.yang kemudian akan 
disimpulkan pada bab lima. 
Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban 
atas rumusan masalah beserta saran-saran. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAMHUKUM PIDANA 
ISLAM DAN KONSEP PASAL 363 KUHP  
 
A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian dan klasifikasi pencurian 
Pencurian menurut sha>ra’ adalah pengambilan oleh seorang mukallaf 
yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, 
apabilabarang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat 
simpanannya tanpaada subhat barang-barang yang diambil tersebut. Di dalam 
hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum 
hudu>d, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta’zir.  
Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua 
hal: pencurian sariqah sughra> (pencurian kecil/biasa)dan pencurian  sariqah 
kubra> (pencurian besar/pembegalan)yang sering disebut hirabah.pencurian 
kecil secara terminologis adalah menurut Abd al Qadir Audah Pencurian kecil 
adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi sedangkan 
menurut al Sayid Sabiq yaitu, pencurian kecil adalah pencurian yang wajib 
divonis dengan potongan tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian 
besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq 
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yaitu,pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan 
dan ini disebut juga dengan merampok atau begal.
1
 
Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak 
pidanayang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah 
ditetapkan oleh syara’ yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum 
dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 sebagai berikut : 
                                        
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2
 
 
Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama 
mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan 
di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak mencapai 
nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta’zi >r 
(hukuman).  
Dalam fikih jinayah hukuman potong tangan terhadap pencuri hanya 
dijatuhi apabila atau dilakukan apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur 
atau rukun tertentu. Unsur- unsur pencurian di bagi menjadi empat macam, 
yaitu sebagai berikut:
3
 
1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi  
                                                          
1
Sayyid Sabiq, fiqih Sunnah 9, (Bandung: al- ma’arif, 1987 ). hal 247 
2
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hal 152 
3
opo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan 
Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal 20. 
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Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) 
tidak mengetahui terjadinya barang tersebut dan ia tidak merelakannya. 
Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam 
rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur  
2. Barang yang diambil berupa harta  
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman 
potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang 
bernilai mal (harta) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 
dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:  
a. Barang yang dicuri harus Ma>l Muttaqa>win 
barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut imam 
Syafi'i, Maliki' dan Hambali bahwa yang dimaksud dengan benda 
berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang 
di haramkan oleh syara' seperti khamr babi, anjing, bangkai, dan 
seterusnya, kareana benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum 
Muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan 
oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan. 
Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa tidak 
divonis potongtangan kepada pencuri anjing terdidik (halder) maupun 
anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena haram menjual 
belinya.
4
 
                                                          
4
Abdul Qodir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’y al-islami, (Beirut: Dar Al-Kitab al- Arabi,tt), hal 67  
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b. Barang tersebut harus barang yang bergerak 
Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan 
barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu 
benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut 
bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.  
c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan 
Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk 
dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang 
dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zahiriyyah 
dan Muhadditsi>n tetap memberlakukan hukuman ha}dd walaupun 
pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri 
mencapai nis}ab yang dicuri.  
d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.  
Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi 
pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nis}ab pencurian. Nis}ab 
harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman h}add ialah ¼ 
(seperempat) dinar (kurang lebih seharga  emas 1,62 gram), dengan 
demikian harta yang tidak mencapai nis}ab tidak dapat dipikirkan 
kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.
5
 
1. Harta tersebut milik orang lain  
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat 
dikenai hukuman h}add, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan 
                                                          
5
Umar Shihab, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), hal 77-78 
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barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting 
adalah barang tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri 
melainkan orang lain dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada 
pemiliknya seperti benda-benda yang berubah maka pengambilannya tidak 
dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam 
Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila 
terdapat subhat (ketidak jelasan).  
Dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai 
hukuman ta'zi>r contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua 
terhadap harta anaknya. Dalam kasus ini, orang tua dianggap memiliki 
bagian harta anaknya sehingga terhadap subhat dalam hak milik.6 
4. Adanya niat yang melawan hukum 
pencurian yang harus dikenai hukuman h}add adalah adanya niat 
melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil 
suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan 
karena haramnya untuk diambil. Dengan demikian dan karenanya dalam 
hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.  
Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman 
apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa(darurat) atau dipaksa 
orang lain hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqorah 
Ayat 173 sebagai berikut: 
                                                          
6
Umar Shihab, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), hal 77-78 
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                       
                   
Artinya: Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia 
tidak menginginkanya dan tidak (pula)melampaui batas maka tidak ada 
dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 
penyayang
B. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam. 
Bila tindakan pencurian telah terbukti dan telah melengkapi segala 
unsur dan syarat-syaratnya adalah : 
1. Hukuman pengganti kerugian 
Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian 
kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan 
hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan 
dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman untuk pengganti 
kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan 
penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. 
Alasan bahwa Al-Quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk 
tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum dalam surat Al- Maidah 
ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian. 
Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan 
penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama- sama. Alasan mereka 
adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah 
                                                          
7
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia (Surabaya: Duta Ilmu, 2009) 
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sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari hak 
manusia.
8
 
a. Hukuman Potong Tangan 
Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan 
teknis ulama' madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, 
memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tanganya. Apabila ia 
mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukum potong kaki 
kirinya. Apabila ia mencuri untuk tiga kalinya maka para ulama' berbeda 
pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencurian tersebut dikenai 
hukuman ta'zir dan dipenjarakan. 
Sedangkan Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam 
Ahmad, dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan 
kirinya, apabila pencuri itu masih mencuri yang keempat kalinya maka 
dikenai hukuman ta'zir dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau 
sampai ia bertaubat.
9
 
1) Ketetapan potong tangan 
Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang 
mengambil 3 (tiga) dirham atau lebih serta tidak menerapkan hukuman 
seperti itu pada pencopet atau pada orang yang merampas harta orang 
lain, karena pencuri tidak mungkin dihindari (perbuatannya). Andai 
kata tidak ditetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, niscaya 
                                                          
8
Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 
hal 7-8 
9
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), 248-249 
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pencurian akan merajalela dan manusia akan saling mencuri satu sama 
lain.  
Berbeda dengan perampokan dan pencopet, perampukan adalah 
orang yang mengambil hak orang lain secara terang-terangan 
dihadapan khalayak, sehingga memungkinkan bagi orang-orang yang 
melihat kejadian itu untuk menangkapnya, lalu mengembalikan harta 
yang di zhalimi atau menjadi saksi atas kejadian itu di depan 
mahkamah. Sedangkan pencopet, sesungguhnya ia hanya dapat 
mengambil harta disaat pemiliknya lengah, sehingga ada sedikit unsur 
kecerobohan dari sang pemilik harta. 
Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang 
mencuri barang senilai ¼ (seperempat) dinar, lalu menetapkan ganti 
rugi atas terpotongnya sebuah tangan tangan tanpa sengaja senilai 
500,- (lima ratus) dinar, juga termasuk di antara bukti-bukti keagungan 
maslahat dan hikmah yang dikandung oleh syariat Islam. Karena, 
dalam kedua hal itu syariat telah memberi perhatian serius pada dua 
sisi yang berbeda.  
Dalam masalah pencurian, tangan itu dinilai seperempat.dinar 
demi menjaga keamanan harta.sementara dalam masalah diyat (ganti 
rugi atas terpotongnya tangan seseorang tanpa sengaja), tangan itu 
dinilai 500,- (lima ratus) dinar, yakni demi menjaga keamanan tangan. 
Adapun pengkhususan kadar ini ¼ (serempat dinar) batasan 
diperbolehkannya memotong tangan pencuri. Alasannya adalah, 
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adanya suatu kemestian untuk menetapkan kadar tertentu yang menjadi 
batasan dilaksanakannya kewajiban untuk memotong tangan. Dan 
syariat tidak pernah menetapkan hal yang seperti itu.
10
 
2) Pencurian yang dikenai h}add potong tangan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian, harta yang 
dicuri mencapai nis}ab, harta yang dicuri adalah harta yang terjaga 
(diperbolehkan dimiliki), harta yang dicuri berada di tempat 
penyimpanan, pelaku adalah orang mukalaf, berakal, dan baligh, baik 
muslim maupun ahlul dzimmah.11, pelaku bukan ayah, bukan anak, 
atau bukan suami atau istri dari pemilik harta yang dicuri, pelaku 
tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang 
dicurinya.Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu 
dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang 
adil. 
 
C. Konsep pasal 363dalam KUHP 
1. Jenis-jenis tindak pidana pencurian 
Berdasarkan kitab KUHPidana, tindak pidana pencurian dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis yaitu:
12
 
                                                          
10
Ibnu Taimiyah . Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah, ( Bandung: Pustaka 
Azzam, 1975.). 157-161 
11
Ahlul dzimmah adalah orang-orang kafir yang hidup di tengah masyarakat Islam dan dibawah 
naungan Islam dengan persyaratan dan perjanjian tertentu, serta tidak memusuhi orang muslim. 
12
R.Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, PT. Karya 
Nusantara, Bandung, 1984, hlm 126 
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a. Pencurian Biasa (Pasal 362) 
Pencurian Biasa merupakan bentuk pencurian yang pokok. 
Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang 
unsurnya-unsurnya adalah mengambil barang orang lain, sebagian 
atau menyeluruh, pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk 
memiliki, perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum. 
b. Pencurian Berat (Pasal 363 KUHP) 
Dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun ke-I 
Pencurian hewan ternak ( Pasal 101 KUHP), ke-II  Pencurian pada 
waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, 
peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, 
huruhara, pemberontakan atau bahaya perang, ke-III Pencurian waktu 
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan 
setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, ke-IV Pencurian 
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, ke-V Pencurian 
yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk 
dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan 
membongkar, merusak atau memanjat atau memakaianak kunci palsu, 
perintah palsu,atau pakaian-jabatan palsu. 
c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) 
Berdasarkan KUHP pencurian ringan yang dimaksudkan adalah 
apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250, Pencurian 
dilakukan 2 (dua) orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) sub 5 KUHP), 
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asal harga barang tidak boleh lebih dari Rp.250, dan pencurian dengan 
masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan 
jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya 
(Pasal 363 Ayat (1) sub 5 KUHP),  asalkan harga barang tidak lebih dari 
Rp. 250 dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya. 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) 
Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, 
disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan 
supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain yang 
turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri supaya barang 
yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. 
e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)  
Berdasarkan Pasal 367, pencurian dalam keluarga yaitu:  
1) Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami atau 
isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang itu sama-sama 
memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada 
Peraturan Kawin menurut Sipil B.W., dimana berlaku peraturan 
tentang “cerai mejamakan tempat-tidur” yang berarti, perkawinan 
mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk 
bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika 
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ada pencurian terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang 
telah bercerai itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari 
suami/isteri yang dirugikan (delik aduan); 
2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau 
keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa 
derajat), misalnya : cucu, anak, bapak/ibu, kakek/nenek, cucu-
menantu, anak-menantu, bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertu 
dan sebagainya, atau keluarga sedarah atau keluarga karena 
perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya : 
saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar 
perempaun, dari yang mempunyai barang, hanyadapat dituntut 
apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang 
dicuri itu (delik aduan) 
3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (matriarchat) kekuasaan 
bapak dilakukan oleh orang lain pada bapak kandung, maka 
peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut 
pada Pasal 367 Ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, 
misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta-benda ibunya 
adat (minang-kabau) itu adalah delik aduan.
13
 
2. Bentuk-bentuksanksi pidana 
Sanksi pidana itu bermacam-macam jenis sanksi pidananya 
menjadi dua klasifikasi yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua 
                                                          
13
R.Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, PT. Karya 
Nusantara, Bandung, 1984, hlm 123, 129-130 
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klasifikasi sanksi pidana tersebut menjadi pedoman bagi hakim untuk 
menjatuhkan jenis pidana kepada terdakwa yang terbukti melanggar delik. 
Adapun jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP yang dimaksud, 
sebagai berikut: 
a. Pidana Pokok 
Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri dari pidana 
mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana 
tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan 
berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.  
Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan 
KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana 
pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya 
bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda.
14
 
1) Pidana Mati 
Sebagaimana Pasal 11 KUHP yang berbunyi: “Pidana mati 
dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana 
kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”15Hukuman 
mati adalah hukuman terberat. Berdasarkan Pasal 11 KUHP, 
hukuman mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga 
diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di 
                                                          
14
Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014) 
hlm387 
15
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Politeia, Bogor, 1995), hlm 36 
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Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Berdasarkan Undang-
Undang tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak 
mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan 
pada Pengadilan tingkat pertama. 
2) Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak 
dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana 
penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku 
tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan 
adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak 
bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya 
kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan 
untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.
16
 
3) Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 
Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang 
terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah 
Lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih 
ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana 
kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu 
tahun, sebagaimana telah dinyatkan dalam Pasal 18 KUHP. 
                                                          
16
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, (PT. Refika Aditama, Bandung, 
2011), hlm 146 
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4) Pidana Denda 
Ketentuan mengenai pidana denda dijabarkan dalam pasal 30 
KUHP yang berbunyi;
17
 
a) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.  
b) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana 
kurungan.  
c) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan 
paling lama enam bulan.  
d) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti 
ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh 
dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima 
rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di 
hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak 
cukup tujuh rupiah lima puluh sen.  
e) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan 
ataupengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana 
kurungan pengganti paling lama delapan bulan.  
f) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 
delapan bulan.  
 
Pada umumnya jenis pidana denda diancamkan terhadap 
hampir semua delik pelanggaran dalam Buku III KUHP. Pidana denda 
ini sering menjadi alternatif pengganti pidana kurungan atau pidana 
penjara dalam delik-delik kejahatan ringan.  
Dalam KUHP sendiri tidak ditemukan batasan umum mengenai 
batas minimum atau batas maksimum. Sedangkan batas minimum 
pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 1 KUHP tersebut di 
atas disebutkan sebesar 25 sen. 
Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan 
terhadap pidana badan dalam jagka waktu singkat. Beberapa 
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R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Politeia, Bogor, 1995) 
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keuntungan pidana denda adalah pertama, pidana denda tidak 
menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana 
denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. 
Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan 
pekerjaan. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. 
Kelima, Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana 
denda. Namundemikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang 
hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan 
finansial lebih.
18
 
b. Pidana Tambahan 
Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-
hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. 
Akan tetapi di luar KUHP, terdapat banyak pidana tambahan yang 
berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHP. Hal ini tertuang 
dalam Undang-Undang pidana khusus, baik Uundang-Undang  pidana 
maupun yang bukan Undang-Undang pidana.   
Pidana tambahan bersifat preventif, ia juga bersifat sangat 
khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif 
inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun seringtermasuk dalam 
kemungkinan mendapat grasi. 
3. Alasan yang Meringankan dan Memberatkan 
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Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), 
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Dasar pengurangan pidana diatur dalam Pasal 47 KUHP 
seperti;
19
karena usia belum dewasa, percobaan melakukan kejahatan 
(Pasal 53 KUHP), perbantuan kejahatan (Pasal 57 KUHP) sedangkan 
pemberatan pidana dapat dilakukan karena seorang pelaku adalah 
pegawai negeri, melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera 
kebangsaan, karena pengulangan, karena perbarengan, karena keadaan 
tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal 
tindak pidana, karena beberapakeadaan yang juga menjadi asas umum 
bagi suatu ketentuan hukum pidana khusus. 
 
D. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun  2011 
TentangPembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan menyatakan  
padapenjelasan pasal 7 Ayat  (2)  menyatakan,  bahwa  dalam  ketentuan  ini  
yang  dimaksud  dengan  “hierarki”  adalah  penjenjangan  setiap  jenis  
Peraturan  Perundang-undangan  yang  didasarkan  pada  asas  bahwa  
Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  rendah tidak  boleh  
bertentangan dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis danhirarki 
sebagai berikut:  
1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  
a. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 
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Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 157 
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomor  12  Tahun  2011  secara  
tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup 
peraturan  yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, 
Bank Indonesia,  Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah 
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, 
Kepala Desa atau  yang setingkat. 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 8 ayat (2) diatas 
memberikan penegasan tentang kekuatan hukum terhadap peraturan 
Perundang-undangan yang selain dalam hirarki Undang-Undang. 
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Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) yakni pertama 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 
Dengan istilah freis ermessen. Secara bahasa Frei yang artinya 
bebas, tidak terikat, dan merdeka. Freis artinya, orang yang bebas, tidak 
terikat, merdeka. Ermese nartinya mempertimbangkan, menilai, 
memperkirakan. Pengertian  Freis  ermessen, yakni  kebebasan yang 
diberikan kepada alat administrasi, yakni kebebasan yang pada asasnya 
memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan kefektifan  
tercapainya  suatu  tujuan  dan  berpegang  teguh  pada  ketentuan hukum. 
Penggunaan Freis Ermessen tidak boleh bertentangan dengan sistem 
hukum  yang berlaku (kaidah  hukum positif) dan  penggunaan Freis 
Ermesen hanya  ditujukan  untuk  kepentingan  umum. Menurut 
Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut:
20
 Ia tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  dasar  
yang  mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan, ia tidak boleh 
nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat, ia harus dipersiapkan 
dengan cermat, semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-
alternatif yang ada perlu dipertimbangkan, isi dari kebijakan harus 
memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut, tujuan-tujuan dan  
dasar-dasar pertimbangan  mengenai  kebijakan  yang akan ditempuh 
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Indroharto, Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata, Jakarta, 1992. 
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harus jelas, dan Ia  harus  memenuhi  syarat  kepastian  hukum  material  
artinya  hak-hak yang harus terpenuhi. Berkaitan  dengan  hal  diatas,  
maka  sebenarnya  diskresi  yang berdasarkan  konsep Freis  Emerssen 
tidak  terlepas  dari  materi  muatan peraturan  perundangan-undangan  
yang  akan dijadikan  sumber wewenangnya. Untuk memahami sumber 
wewenang tersebut,  maka  perlu  dikaitkan dengan  materi  muatan  
peraturan  peraturan  perundang-undangan  sesuai dengan masing-masing 
jenis peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 yang dijabarkan pada: Pasal  10 Ayat (1) Materi  muatan  
yang  harus  diatur  dengan  Undang-undang berisi: 
1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;  
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;  
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau  
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.  
Jika  kita  mengacu  pada  pasal 10  ayat  (1)  huruf  e,  maka  
kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 adalah sebagai 
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat  dan  juga  secara  peraturan  
perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012diakui 
keberadaan berdasarkan Pasal 8 Ayat  (1) sepanjang dirumuskan berdasarkan 
kewenangan hukum. 
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BAB III 
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERISUNGGUMINASA 
NOMOR91/Pid.B/2016/PN.Sgm 
 
 
A. Deskripsi Kasus Tindak Pencurian Pencurian  
Untuk mendukung data dalam permasalahan yang dibahas 
dikemukakan dalam rumusalan masalah, maka perlu dipaparkan kasus perkara 
tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa yang terjadi di wilayah 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang  memeriksa dan mengadili perkara 
pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan 
putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan diskripsi kasus sebagai 
berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa : 
Nama Lengkap : Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya 
Tempat Lahir : Gowa 
Umur/ Tanggal Lahir : 05 Desember 1997/18 tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jalan Alternatif I, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan 
Somba Opu, Kabupaten Gowa 
Agama : Islam 
Pekerjaan : Swasta 
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Mengambil barang kepunyaan seseorang dengan maksud untuk 
dimiliki yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan 
melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Terdakwa Galang Listiyanto Bin Irwan Jaya pada hari senin tanggal 08 
Februari tahun 2016, bertempat di Komp. Induk Minasa Maupa Kel. 
Tompobalang Kec. Sombaopu Kab. Gowaatau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah 
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki 
oleh yang berhak.  
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika 
terdakwa galang listiyanto jaya bin irwan jaya sekitar jam 07.00 wita 
berjualan ayam potong milik Amhar kemudian sekitar jam 21.00 wita 
terdakwa istirahat dan langsung menuju ke tempat penjualan / lapak milik 
saksi korban hasni binti h.tanri yang terletak di basement pasar minasa 
maupa selanjutnya terdakwa membuka terpal penutup lapak tersebut dan 
mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin yaitu 2 (dua) bungkus coklat 
batang seberat 2 (dua) kg, 2 (dua) bungkus coklat batang seberat ½ 
(setengah) Kg, 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet. Saksi 
Hendrawan dg tula bin marhaban dg nyomba yang berada dirumahnya di sms 
oleh saksi ramli dg Gollo bin Rahman dg lewa bahwa terdakwa berada di 
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basement sedang mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian saksi 
Ramli menuju ke pasar minasa maupa, pada saat saksi Hendrawan berada 
dipasar tersebut kemudian bertemu dengan saksi ramli dan saksi nasir yang 
berada di pos keamanan selanjutnya mereka bertiga ke basement dan melihat 
terdakwa sedang mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian 
langsung menangkap terdakwa untuk diamankan di pos keamanan beserta 
barang milik saksi korban yang terdakwa sudah ambil selanjutnya dating 
anggota kepolisian danmembawa terdakwa ke resort Gowa.  
Selanjutnya, saksi korban Hasni binti H. Tanri diberitahukan oleh 
Sitti Fatimah bahwa barang-barang saksi korban yang berada dilapaknya 
telah diambil oleh terdakwa Galang Listianto bin Irwan Jaya dimana Sitti 
Fatimah diberitahukan melalui telepon oleh petugas keamanan / security 
pasar induk minasa maupa dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian 
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. 
Untuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim 
memutuskan sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya 
bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin 
Irwan Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) 
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bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa 
tetap berada di dalam tahanan. 
c. Menyatakan barang bukti berupa; 
1) 2 (dua) bungkus coklat batang seberat 2 (dua) Kg 
2) 12 (dua) bungkus coklat batang seberat ½ (setengah) Kg 
3) 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet dikembalikan 
padakorban Hasni Binti H.Tanri. 
d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara 
sebesarRp.2000,- (dua ribu rupiah). 
 
B. Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana perkara 
putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. 
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana Setelah hakim 
menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi 
komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, 
fakta-fakta yangdihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan 
modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. Dan juga 
melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan serta memperhatikan aspek 
teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus serta 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 
1. Keadaan yang memberatkan: 
a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para 
pedagang/penjual di Pasar Minasa Maupa 
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2. Keadaan yang meringankan: 
a. Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pembuktiannya; 
b. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; 
c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi; 
d. Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana 
Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan 
barang bukti berupa : 
1. 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg; 
2. 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat ½ (setangah) kg; 
3. 12 (dua belas) agar-agar merk burung walet 
Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan tunggal, yaitu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
363 ayat (1) ke-3 KUHP; 
Menimbang, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP rumusannya “ 
dipidanadengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, pencurian 
waktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang 
adarumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan 
setahunyaatau tiada dengan kemauannya yang berhak “; 
Menimbang, mencermati bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP pidana 
adalah pemberatan dari Pasal 362 KUHP, dengan demikian bagian inti delik 
atau unsur-unsur tindak pidananya merupakan kombinasi bagian inti delik 
atau unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP dengan unsur pemberatan Pasal 
363 ayat (1) ke-3 KUHP; 
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Menimbang, jika bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) Pasal 
362 KUHP dikombinasikan dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-3 
KUHP, maka bagian inti delik tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa adalah sebagai berikut: 
1. Mengambil sesuatu barang; 
2. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; 
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum; 
4. Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan 
setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak; 
Menimbang, terhadap bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidana 
tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Unsur mengambil sesuatu barang 
Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan 
bahwa pada saat kejadian Terdakwa telah mengambil 2 (dua) bungkus 
coklat batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat batangan 
seberat ½ (setengah) kgdan 12 (dua belas) agar-agar merk burung 
walet dengan cara memasukkan ke dalam kantongan plastik 
kemuadian membawanya selanjutnya ditangkap oleh Security Pasar 
Minasa Maupa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat 
dikualifisir telah melakukan perbuatan mengambil dan perbuatan 
mengambil tersebut telah selesai karena barang yang diambil telah 
berpindah tempat dan berada dibawah penguasaan Terdakwa; 
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Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 2 (dua) 
bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat 
batangan seberat ½ (setengah) kg dan 12 (dua belas) agar-agar merk 
burung wallet termasuk pengertian barang; 
Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah 
semua benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bernilai 
ekonomis atau tidak; 
Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan 
bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus coklat 
batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 
½ (setengah) kg dan 12 (duabelas) agar-agar merk burung walet yang 
merupakan barang jualan Saksi Korban Hasni, menunjukkan yang 
diambil oleh Terdakwa adalah termasuk pengertian barang yang 
berwujud dan bernilai ekonomis, dengan demikian unsur mengambil 
sesuatu barang telah terpenuhi; 
2. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain 
Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan barang 
berupa 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) 
bungkus coklat batangan seberat ½ (setengah) kg dan 12 (dua belas) 
agar-agar merk burung walet yang diambil oleh Terdakwa pada saat 
kejadian adalah barang jualan milik Saksi Korban Hasni dan bukan 
milik Terdakwa, dengan demikian barang tersebut seluruhnya milik 
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orang lain in casu Saksi Korban Hasni, oleh karenanya unsur ini 
terpenuhi; 
3. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum 
Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan 
maksud atau tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus coklat 
batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat ½ 
(setengah) kg dan 12 (dua belas) agar-agar merk burung walet yang 
merupakan barang jualan Saksi Korban Hasni adalah untuk dijual untuk 
selanjutnya dari hasil penjualan tersebut uangnya Terdakwa akan 
menggunakan untuk membeli rokok; 
Menimbang, fakta di atas merupakan indikator bahwa maksud 
atau tujuan Terdakwa mengambul barang tersebut adalah untuk 
dimiliki; 
Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud 
memiliki Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum..? 
Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 
Terdakwa mengambil barang jualan milik Saksi Korban Hasni tidak 
seizin atau sepengetahuan dari Saksi Korban Hasni sebagai pemilik, 
oleh karenanya maksud Terdakwa untuk memiliki barang berupa 2 (dua) 
bungkus coklatbatangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat 
batangan seberat ½ (setengah) kg dan 12 (dua belas) agar-agar merk 
burung walet dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur 
ini terpenuhi; 
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1. Unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan 
setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak 
Menimbang, berdasarkan Pasal 98 KUHP waktu malam berarti 
waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; 
Menimbang, fakta hukuk yang terungkap di persidangan bahwa 
Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) 
kg; 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat ½ (setengah) kg dan 12 
(dua belas) agar-agar merk burung walet milik Saksi Korban Hasni 
dilakukan pada pukul 20.00 wita, waktu pukul 20.00 wita adalah 
termasuk antara waktu matahari terbenam dan terbit kembali, maka 
termasuk waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP; 
Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya..? 
Menimbang, yang dimaksud rumah dalam unsur ini ialah 
bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. 
Gudang dan take yang tidak didiami atau dihuni pada waktu siang dan 
malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong 
kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang 
dan malam termasuk dalam pengertian rumah; 
Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup 
ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambo, 
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pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat 
dianggap sebagai batas; 
Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara 
lain bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo bertempat di Pasar 
Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan di 
Tempat tersebut tidak dihuni siang dan malam serta Pasar Tersebut 
tidak memiliki pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai 
batas, oleh karenanya tempat kejadian tidak dapat dikualifikasi sebagai 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian 
unsur ini tidak terpenuhi; 
Menimbang, dengan tidak tepenuhinya unsur waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada 
dengan kemauannya yang berhak, maka Terdakwa tidak terbukti 
melakukan tindak pidana pada Pasal yang didakwakan; 
Menimbang, meskipun Terdakwa tidak tebukti melakukan 
tindak pidana pada Pasal yang didakwakan, namun karena Pasal yang 
didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan 
pemberatan dari Pasal 362 KUHP dan berdasarkan pertimbangan bagian 
inti delik (unsur-unsur tindak pidana) perbuatan Terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP, dengan demikian meskipun 
Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa dengan Pasal 362 
KUHP, Majelis Hakim akan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah 
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dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP yang 
kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan, dengan 
pertimbangan, di samping karena Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP 
merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP, dan masih dalam ruang 
lingkup tindak pidana yang sama, demikian pula ancaman pidana dari 
Pasal 362 KUHP lebih ringan dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;  
 
C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid. 
B/2016/PN. Sgm 
Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat 
bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi 
hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal 
menjatuhkan hukuman walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan 
salah satu pihak.
1
 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa 
adanya alat bukti di persidangan, maka hakim wajib memutus perkara 
sesuai dengan undangundang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid. 
B/2016/PN.Sgm Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Damis, 
S. H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Ilham, S.H. Dan Elly 
Sartika Achmad , S. H. sebagai Hakim Anggota memutus perkara tindak 
pidana pencurian. 
Dalam perkara No. 91/Pid.B/2016/PN.Sgm, hakim memutuskan: 
                                                          
1
Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172. 
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Menyatakan Terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pencurian, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 
dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Menetapkan masa 
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan 
Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah 
Tahanan Negara, Menetapkan barang bukti yang terdiri atas 2 (dua) 
bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat 
batangan seberat ½ (setengah) Kg dan 12 (dua belas) agar-agar merk 
burung wallet dikembalikan kepada saksi Hasni Binti H.Tanri, 
Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 
PENGADILAN SUNGGUMINASA NOMOR 91/Pid.B/2016/PN.Sgm 
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN 
 
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 
PerkaraPutusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. Tentang Tindak Pidana 
Pencurian 
Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus 
berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, 
yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum hakim dan 
amar putusan.
1
 
Dalam putusan pengadilan negeri Sungguminasa nomor 
91/Pid.B/2016/PN.Sgm. tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya adalah perbuatan 
tindak pidana yang sifatnya umum.  
Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana di bagi menjadi dua 
yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Penerapan hukum yang 
digunakan pun berbeda. Aturan yang menyangkut tindak pidana umum 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kita kenal sebagai 
KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam ketentuan perundang-
undangan yang sifatnya khusus. Misalnya UU Tentang Perlindungan Anak, 
UUTindakPidanaKorupsi(TIPIKOR) dan lain sebagainya. 
                                                          
1
Chandra et.al,Modul Mata Kuliah Eksaminasi ,(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Atmaja.2004), 12. 
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Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya 
mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Galang Listiyanto Jaya 
Bin Irwan Jaya dapat di analisis sebagai berikut : 
Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM-
47/Sunggu/04/2016 pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 ayat (1) ke- 
3 yaitu tindak pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai 
dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanya saja ada unsur yang 
tidak terpenuhi pada pasal 363 ayat (1) ke- 3. 
1. Dengan mengetahui fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka 
pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan 
persidangan dengan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa 
Bahwa pengertian ‚barang siapa‛ disini adalah siapa saja orang atau 
subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
memepertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Galang Listayanto Jaya 
bin Irawan Jaya yang dihadapkan dipersidangan ini yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri 
yangmembenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalahGalang Listiyanto 
Jaya bin Irawan Jaya sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan 
perbuatannya masing-masing.  
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Berdasarkan fakta diatas,maka unsur ‚barang siapa‛ telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa 
sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Galang Listiyanto Jaya 
bin Irwan Jaya yang mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) bungkus 
coklat batang 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batang ½ Kg, 12 (dua belas) 
agar-agar merk burung wallet di pasar tempat jualan korban tanpa seijin dari 
korban di kejadiannya hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 
WITA tepatnya di kompleks pasar induk Minasa Maupa Kec. Sombaopu, 
Kab.Gowa berawal ketika terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya 
sekitar jam 07.00 WITA berjualan ayam potong milik Amhar kemudian 
sekitar jam 21.00 WITA terdakwa istirahat dan langsung menuju ke tempat 
penjualan/ lapak milik saksi korban Hasni binti H.Tanri yang terletak di 
basement pasar Minasa Maupa. Selanjutnya terdakwa nenbuka terpal penutup 
lapak tersebut dan mengambil barang milik saksi korbanbtanpa i\jin. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
c. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak 
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 
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Bahwa benar terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya hari 
senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di 
kompleks pasar induk Minasa Maupakec.Sombaopu, Kab.Gowa terdakwa 
yang mengambil barang milik korban tanpa ijin berupa 2 (dua) bungkus 
coklat batang 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batang ½ Kg, 12 (dua belas) 
agar-agar merk burung wallet di pasar tempat jualan korban tanpa seijin dari 
korban di kejadiannya hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 
WITA tepatnya di kompleks pasar Induk Minasa Maupa Kec.Sombaopu, 
Kab.Gowa. 
Bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo bertempat di pasar 
Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan di tempat 
tersebut tidak dihuni siang dan malam serta pasar tersebut tidak memiliki 
pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya 
tempat kejadian tidak dapat dikualifikasikan sebagai rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dengandemikian unsur ini tidak terpenuhi. 
Dengan tidak terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipersidangan 
maka terdakwa tidak dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian 
dengan pemberatan. 
2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa  
Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang 
memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil 
keputusan, yaitu : 
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a. Keadaan yang memberatkan: 
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para 
pedagang/penjual di Pasar Minasa Maupa 
b. Keadaan yang meringankan: 
Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pembuktiannya, terdakwa 
belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulangi, dan terdakwa belum menikmati hasil dari tindak 
pidana 
3. Barang bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihatkan barang 
bukti berupa; 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg, 2 (dua) 
bungkus coklat batangan seberat ½ (setangah) kg 12 (dua belas) agar-agar 
merk burung wallet. 
4. Dalam putusan ini hakim memutus dan menjatuhkan pidana oleh karena itu 
kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan 
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa 
tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara 
serta membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
5. Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Pasal 362 KUHP, Pasal 22 ayat 
(4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) 
dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yangbersangkutan. 
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Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa 
pendapat yaitu : Dengan tidak terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya 
dipersidangan maka terdakwa tidak dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 
yaitu pencurian dengan pemberatan. 
Dari beberapa uraian penulis dibab sebelumnya mengenai 
pertimbangan hukum hakim, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu : 
Dengan tidak terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipersidangan maka 
terdakwa tidak dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian dengan 
pemberatan. 
Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 363 
pencurian berat ayat (1) ke-3 seperti yang dikdakwakan oleh penuntut umum 
melainkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 pencurian 
biasa dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 5 (lima) bulan penjara 
dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus 
rupiah). Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum 
menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 
serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas 
legalitas.  
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Menurut Machteld Boot ada empat syarat yang termasuk dalam asas 
legalitas. Pertama, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege pravia yang 
artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa UU sebelumnya. 
Kedua, prinsip nullum crimen, noela poenasine lege scripta yang artinya tidak 
ada perbuatan pidana, tidak ada pidanatanpa uu tertulis. Ketiga, prinsip 
nullum crime, nulla poena sine lege certa yang artinya tidak ada perbuatan 
pidana, tidak adapidana tanpa aturan uu yang jelas. Keempat, prinsip nullum 
crimen, noela poena sine lege stricta yang artinya tidak adaperbuatan pidana, 
tidak ada pidana tanpa uu yang ketat.
2
 
Pada prinsip nullum crime, nulla poena sine lege certa yang artinya 
tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan uu yang jelas 
bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat 
multitafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Ketika hakim 
akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melakukan proses pentautan 
antara apa faktanya dan apa aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur-
unsur
3
 perbuatan dilakukan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum. Pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa 
dengan pasal yang ada yaitu Pasal 364 karena barang yang dicuri oleh 
terdakwa jika ditaksir kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah). Pada Peraturan MahkamahAgung No. 2 Tahun 2012 
tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam 
                                                          
2
Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, 
(Erlangga;Jakarta, 2009), hlm 4 
3
Ibid hlm 5 
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KUHP yang pada intinya memerintahkan kepada aparat hukum untuk 
mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP khususnya dalam 
memproses sebuah kasus pencurian ringan. Bahwa dalam pertimbangan 
hakim memperhatikan PeraturanMahkamahAgung pada BAB I Peraturan 
MahkamahAgung No. 02 Tahun 2012 yang terdiri dari 2 Pasal yang berisi 
perubahan kata ‚dua ratus lima puluh ribu rupiah‛ dalam Pasal 364, 373, 
379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua 
juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dijelaskan pula bahwa apabila nilai 
barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000.00 (dua juta 
lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal 
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut denga Acara 
Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. 
Pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum 
hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 
(satu) dan Ayat 2 (dua), dilipat gandakan mejadi 1.000 (seribu) kali 
Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 364 
yaitu barang yang dicuri jika ditaksir kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 
(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak terbukti melakukan 
tindakannya pada pasal 363 ayat (1) KUHP dalam sebuah rumah atau pun 
pekarangan yang ada rumahnya. Meskipun sudah tepat perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 Pencurian Biasa namun perbuatan 
terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur yang meringankan tersebut 
harus dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar pembuktian. 
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B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/PN. Sgm 
Bahwa dalam rukun pencurian adalah sesuatu yang sangat urgen 
sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian itu 
dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna jika sehingga secara 
otomatis hukuman h}add bagi pencuri yaitu potong tangan tidak 
akandieksekusi. 
Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu 
sebagai berikut: 
1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam 
2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta. 
3. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain. 
4. Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).
4
 
Setiap barang (harta) yang dicuri, pasti benda itu adalah benda 
bergerak, baik bergerak karena memang substansi (sifat) benda itu, atau 
bergerak karena benda itu digerakkan oleh si pencuri. Karena tidak 
mungkin pencurian akan terjadi bila benda itu tetap (tidak/bukan benda 
bergerak), karena yang dinamakan pencuri adalah memindahkan suatu 
benda, lalu mengeluarkan dari h}irz memindahkan dan penguasaan yang 
punya benda, kepada penguasaan pelaku pencurian.  
Harta (benda) yang bergerak itu ada yang bersifat lunak dan ada 
juga yang keras contoh benda bergerak yang bersifat lunak adalah uang, 
                                                          
4
Abdul Qadir Hauda, Al Fiqh Al Jina’I Al Islami (Qahirah Dar Al-Turas), Jilid I, tth, 
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cek dan seterusnya. Sedangkan contoh benda bergerak yang bersifat 
tidak lunak (keras), adalah besi, mobil dan seterusnya. Kedua sifat benda 
bergerak tersebut bisa dicuri oleh orang lain. Seperti yang penulis 
katakan di atas, bahwa benda bergerak itu tidak mesti bergerak karena 
sifat (substansi) dari benda itu saja, tapi juga dapat bergerak, karena 
digerakkan oleh si pencuri. Contoh: Bumi dan bangunan yang di atasnya 
termasuk benda tidak bergerak, tetapi jika seseorang mencuri tanah atau 
batu yang tadinya melekat pada bumi, maka itu termasuk mencuri benda 
bergerak. Bahwa mencuri barang yang tidak berharga (tidak mempunyai 
nominal), tidak dikenakan sanksi potongan tangan, tapi mereka berbeda 
pendapat tentang maksud dari benda berharga itu. 
1. Menurut Syafi’i, Maliki dan Hambali 
Bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda 
yang dimuliakan oleh syara’ yaitu bukan benda yang diharamkan 
oleh sha>ra’ seperti mencuri khamr, babi, anjing, bangkai dan 
seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum 
Muslimin tidak ada harganya. Dan karena itu pula mencuri benda 
yang diharamkan oleh syara’, tidak dikenakan sanksi potong tangan 
sebagaimana telah disinyalir oleh Abd al Qadir Audah: Tidak 
divonis potong tangan pada pencurian anjing, baik anjing terdidik 
(helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal 
karena haram menjual belikannya. 
2. Menurut Abu Hanifah 
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Bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda 
yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kaya atau orang itu 
bisa bakhil (pelit) dengan sebab benda itu. Karenanya mencuri 
benda-benda yang dianggap remeh oleh adat, tidak dikenakan sanksi 
potong tangan. Hal ini telah disinyalir oleh Abdu al Qadir ‘Audah: 
Pada masa Rasulullah Saw, pencuri barang (benda) yang dianggap 
remeh (ringan) tidak dipotong tangannya. 
Menurut kesepakatan (konsensus) Ulama bahwa h}irz 
(tempat penyimpan harta) dikatagorikan kepada tiga macam, yaitu: 
a. H}irz bi al Maka>n yaitu: tempat penyimpanan harta yang 
berbentuk kontruksi (bangunan), seperti: rumah, toko, kandang bagi 
binatang dan seterusnya. 
b. H}irz bi Nafsihi yaitu: penyimpanan harta yang dijaga oleh diri 
sendiri seperti cincin yang sedang dipakai. 
c. H}irz bi al H}afiz atau h}irz bizairihi yaitu: suatu tempat yang bukan 
disediakan untuk menyimpan barang akan tetapi tempat itu bisa 
menjadi hirz jika ada yang menjaganya seperti menyimpan barang di 
lapangan terbuka, masjid dan seterusnya. 
Berdasarkan beberapa uraian yang penulis kemukakan di 
atas, maka hukuman bagi pencurian ringan adalah tidak dipotong 
tangan dalam hukum Islamnya dan termasuk batas nasab pencurian 
Batas nis}ab adalah bahwa merupakan salah satu syarat untuk 
dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri 
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harta itu harus sampai nis}abnya. Jumhur Ulama telah sepakat 
adanya nisab pencurian. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam 
menetapkan kadarnya. Menurut Imam Syafi’i kadarnya adalah 
seperempat dinar
5
 atau lebih sebagaimana disinyalir olehnya di 
dalam kitab Al Um: Siapa yang ingin memotongnya, maka kadarnya 
harus sampai ¼ (seperempat) dinar atau lebih. Jika yang dicuri itu 
bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik kadarnya diukur 
kepada harga perak yaitu tiga dirham. Sebagaimana disinyalir oleh 
Ibnu Rusyd: Imam Malik berkata dalam perkataannya yang masyhur 
‚Ditentukan dengan beberapa dirham bukan dengan seperempat 
dinar. Sedangkan menurut Imam Syafi’i kadarnya ditentukan 
dengan harga dinar, sebab harga dinar pada waktu itu menjadi 
ukuran, sebagaimanaia berkata: Pencuri tidak dipotong (tangannya), 
sehingga ia mencuri sama dengan ¼ (seperempat) dinar paling 
sedikit. Adapun Ulama Hanabilah menetapkan seperempat dinar 
atau lebih, sebagaimana telah disinyalir oleh Ibnu Qudamah: Dan 
menurut kami adalah sebagaimana sabda Rasuluallah Saw. tidak 
divonis, potong tangan kecuali pada ¼ (seperempat) dinar atau 
lebih. 
                                                          
5
Satu dinar sma dengan 3.879 ems murni, Ibnu Taimiyah, al-Siasah al-Syar’iyyah fi islahiahli 
Ra’yi wa al Ra’yah, ‘alih Bahasa Muhammad Munawwir al Zahidi, (Surabaya, Pen. Dunia Ilmu, 
Cat. I, 1418 H, 1997) 
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Artinya: Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai 
seperempat dinar atau lebih. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam 
penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban 
dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Nomor 91/Pid.B/2016/PN. Sgm, Dengan tidak terbuktinya unsur 
dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya dipersidangan maka terdakwa tidak dapat didakwa 
pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian dengan pemberatan.Terdakwa 
telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 
362 KUHP karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 363 pencurian berat 
ayat (1) ke-3 seperti yang dikdakwakan oleh penuntut umum melainkan 
memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 pencurian biasa 
dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 5 (lima) bulan penjara 
dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima 
ratus rupiah). Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal 
sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di 
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persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan 
kepadaterdakwa jarimah sariqoh yang hukuman bagi pencurian yang 
dibawah batas nasab adalah bahwa merupakan salah satu syarat untuk 
dilaksanakannya sanksi potong tangan adalah harta yang dicuri harta itu 
harus sampai nisabnya. Jumhur Ulama telah sepakat adanya nisab 
pencurian akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan 
kadarnya. Misalnya menurut Imam Syafi’i kadarnya adalah seperempat 
dinar
1
dan lain sebagainya. 
B. Saran 
Berikut beberapa saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, yaitu: 
1. Majelis hakim sudah seharusnya memperhatikan fakta-fakta yang terbukti 
di persidangan. Mencermati unsurunsur yang meringankan maupun yang 
memberatkan sehingga terdakwa dapat diputus dan dijatuhi pidana sesuai 
dengan perbuatannya. 
2. Masyarakat memiliki peran besar dalam terjadinya suatu kejahatan, maka 
masyarakat yang dibantu dengan apparat hukum harus bersama-sama 
mencegah perbuatanperbuatan seperti ini untuk tidak terjadi kembali. 
 
                                                          
1
Satu dinar sma dengan 3.879 ems murni, Ibnu Taimiyah, al-Siasah al-Syar’iyyah fi islahiahli 
Ra’yi wa al Ra’yah, ‘alih Bahasa Muhammad Munawwir al Zahidi, (Surabaya, Pen. Dunia Ilmu, 
Cat. I, 1418 H, 1997) 
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